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Abstrak

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memuat tujuan dari hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kasus kecelakaan Lalu lintas di Tol Jagorawi, Jakarta Timur dengan terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa yang menimbulkan stigma di masyarakat bahwa Hakim dipandang tidak adil karena ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Penelitian ini akan menganalisis pemidanaan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim dengan terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus,  dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang kemudian diolah menggunakan sistem kartu dalam teknik pengolahan data. Bahan hukum dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dan selanjutnya memberikan preskripsi tentang hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Hakim terlalu menitikberatkan restorative justice, sehingga mengabaikan  nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Restorative justice belum dapat diterapkan (kecuali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak), sehingga penerapan restorative justice tidak memenuhi syarat. Pemidanaan hanya bersifat formalitas semata, karena tujuan dari pemidanaan tidak dapat diterapkan yaitu tidak memberikan efek jera. Menimbulkan stigma di masyarakat, bahwa keadilan dapat dibeli dengan uang, karena berat ringannya pidana dapat ditawar dengan uang. Hakim harusnya lebih mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat sehingga tujuan hukum dapat terpenuhi dan dapat dirasakan oleh semua masyarakat.

Kata Kunci : Pemidanaan, Putusan Pengadilan, Kecelakaan Lalu Lintas.

Abstract

The judge in the convict must contain the purpose of the law , namely , fairness , usefulness , and legal certainty . The traffic accident case of Jagorawi , East Jakarta with the accused M . Rasyid Amrullah Rajasa that cause stigma in society that the judge deemed unfair because the severity of sentence imposed by the judge . This study will analyze punishment the Jakarta District Court Number : 151 / Pid . Sus / 2013 / PN . Jkt Tim. with the accused M . Rasyid Amrullah Rajasa. This research is normative. The research approach used approach to legislation, case approach, and a conceptual approach. Type of legal material consists of primary legal materials and secondary legal materials. Legal material collection techniques used literature study, which is then processed using a card system in data processing techniques. Legal materials analyzed drawn conclusions and further provides prescription of research results. Based on research results that has been obtained, it can be concluded that the judge was too focused restorative justice, so ignore the values that live in the community. Restorative justice can not be applied (except in Law Number 11 Year 2012 on Juvenile Justice System), so that the application of restorative justice is not eligible. Punishment only was be a mere formality, since the purpose of the punishment can not be applied which do not provide a deterrent effect. Stigmatization in society, that justice can be bought with money, because of the severity of the crime can be compromised by money. Judges should first consider the values of justice that live in the community so that the goal can be met and the law can be felt by of all these of society.
Keywords: Punishment, Court Decisions, Traffic Accidents.

PENDAHULUAN 

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pada 3 (tiga) asas, yakni menurut Gustav Radburch harus didasarkan pada:
a. Asas Keadilan (Gerechtigkeit).
b. Asas Kemanfaatan (Zwergmatigkeit).
c. Asas Ketertiban atau Kepastian Hukum (Rechtzikeit).

Keadilan merupakan landasan yang mendasar dibentuknya hukum yang berlaku di masyarakat, baik pelaku maupun korban harus mendapatkan keadilan tanpa membeda-bedakan atau diskriminasi dalam bentuk apapun selayaknya yang dimaksudkan dengan  asas equality  before the law (gelijkheid van ieder voor de wet).
 

Pada perkembangannya munculah keadilan yang merestorasi atau yang disebut dengan Restorative Justice, dimana asas ini dimaksudkan bahwa keadilan yang didapat harus mampu memperbaiki kesalahan pelaku maupun mengembalikan kerugian yang diderita oleh pelaku  dengan menghadirkan kedua belah pihak untuk ikut aktif dalam menyelesaikan perkara sehingga didapatlah solusi yang terbaik agar tidak ada dendam antara keduanya. Namun, tidak sera merta penegakan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil dapat diabaikan karena adanya asas tersebut hal ini berkaitan dengan tujuan hukum yaitu kemanfaatan. Hukum harus memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Yang dimaksud dengan langsung maupun tidak langsung yaitu, hukum harus bermanfaat tidak hanya bagi yang bersangkutan yaitu pelaku, korban maupun keluarga korban dan keluarga pelaku tapi juga yang tidak secara langsung bersangkutan dengan perkara tersebut yaitu masyarakat, diharapkan hukum yang diterapkan kepada pelaku maupun korban dapat memberikan manfaat juga bagi masyarakat, yaitu seperti memberikan efek jera ataupun takut untuk melakukan tindak pidana tersebut serta memberikan rasa aman  bagi masyarakat. 
Berkaitan dengan kesalahan pelaku, hakim dalam memutuskan perkara harus memberikan kepastian tentang kesalahan yang dilanggar oleh pelaku serta memberikan kepastian pertanggungjawaban hukumannya, sehingga hakim tidak boleh menolak apapun kasus hukum yang sudah diajukan ke depan pengadilan dengan alasan tidak adanya aturan yang mengaturnya maupun hakim tidak boleh memutuskan perkara terlalu lama apabila pembuktian sudah selesai dilakukan, ini sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.
Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai dengan fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan, untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
. Memorie Van Toelichting dari Strafwetbook tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut: 
“ Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah merupakan suatu perbuatan, merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak.”

Hakim dalam dalam memutus perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim dalam dalam memutuskan perkara harus memberikan keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan ditimbulkan di dalam masyarakat luas. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada namun juga berdasarkan keyakinan hakim tersebut.
Seperti halnya, kasus kecelakaan lalu lintas dengan tersangka M. Rasyid Amrullah Rajasa (22 tahun), kecelakaan yang menewaskan 2 (dua) korban  meninggal yaitu M. Raihan berusia 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun dan Harun berusia antara 50 (lima puluh) hingga 60 (enam puluh) tahun serta 3 (tiga) korban luka-luka yaitu Supriyati, Enung, dan Ripal Mandala Putra di tol Jogorawi (KM 03.350 sampai dengan KM 03432) pada  waktu dini hari sekitar pukul 05.30 WIB dengan mengendarai Jeep BMW Nopol N-272-HR yang menabrak atau membentur dengan keras Daihatsu Luxio Nopol F-1622-CY.
Tersangka Rasyid dijerat dengan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan vonis hakim berupa pidana selama 5 (lima) bulan penjara dan denda sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dalam tenggang percobaan selama 6 (enam) bulan belum berakhir berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terpidana kembali dijatuhi hukuman karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Keadilan yang diterapkan harus meliputi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya bagi pelaku maupun korban namun juga dapat dirasakan bagi masyarakat luas sehingga hukum yang diterapkan akan diberlakukan sama halnya ketika peristiwa itu terjadi kembali. Vonis hakim yang dirasa masyarakat terlalu ringan dikhawatirkan akan menimbulkan stigma di masyarakat bahwa hukum beserta penegak hukum dapat dipengaruhi hal-hal tertentu, seperti jabatan, dan keuangan karena adanya pertanggungjawaban dan perdamaian antara kedua belah pihak sehingga  dirasa adanya perlakuan yang berbeda dari penyelesaian kasus tersebut. Inilah yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitan tentang kasus kecelakaan dengan tersangka M. Rasyid Amrullah Rajasa ini agar stigma yang timbul di masyarakat tidak menimbulkan rasa ketidakadilan

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS DI TOL JAGORAWI JAKARTA TIMUR”
METODE  PENELITIAN


Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum sehingga mampu digunakan untuk menganalisis ketepatan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. Peneliti akan menganalisis putusan hakim pada kasus M. Rasyid Amrullah Rajasa dengan mengkaji Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kaidah-kaidah Hukum serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat kemudian memberikan simpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah peneliti dan selanjutnya memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Kronologis Kasus


Pada hari selasa, 1 Januari 2013 sekitar jam 05.30 WIB, terdakwa Rasyid Amrullah Rajasa berangkat dari rumah saksi Prilla Kinanti di daerah Tebet, Jakarta Selatan hendak pulang ke rumah terdakwa Rasyid Amrullah Rajasa di Jl. RS. Fatmawati Kavling 26 Cilandak Barat, Jakarta Selatan dengan mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor polisi B 272 HR. Rute yang dilalui oleh terdakwa Rasyid Amrullah Rajasa yakni Jl. Saharjo Jakarta Selatan lalu masuk pintu Tol Tebet Jakarta Selatan arah timur dan sesampainya di Cawang Interchange lalu terdakwa membelokkan kendaraannya kearah kanan masuk ke Jalan Tol dalam kota ke arah selatan Jakarta Timur yang kondisi arus lalu lintasnya sepi lancar dan cuaca cerah. 


Terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa mengemudikan kendaraannya di lajur paling kanan atau lajur cepat dengan kecepatan sekitar 100 Km/jam, padahal kecepatan yang diperbolehkan di Jalan Tol dalam kota Jakarta Timur arah selatan tepatnya lajur kanan maksimum 80 Km/jam dan minimum 60 Km/jam dan terdakwa mengemudi dalam keadaan belum tidur semalaman tanpa istirahat karena baru saja merayakan acara malam tahun baru bersama teman-temannya. Kemudian, tanpa kehati-hatian atas situasi dan keberadaan kendaraan lain yang ada di depannya, mengakibatkan kendaraan Jeep BMW tersebut menabrak atau membentur dengan keras kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F1622 CY.


Akibat tertabraknya Daihatsu Luxio tersebut, yang dikemudikan oleh Frans Jonar Sirait yang melaju dengan kecepatan sekitar 70 Km/jam, menyebabkan  pintu belakang mobil terbuka dan para penumpangnya yang duduk dibangku belakang Enung, Supriyati, Ripal Mandala Putra, Harun, M. Raihan terlempar dan jatuh ke aspal. Korban meninggal adalah Harun dan Raihan sedangkan korban luka-luka yaitu Enung, Supriyati, dan Ripal Mandala Putra.


Harun yang berusia antara lima puluh hingga enam puluh tahun meninggal dunia dengan luka terbuka pada kepala, luka lecet pada wajah, siku kiri, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, lutut kiri, tungkai bawah kanan, punggung dan bokong akibat benda tumpul. Raihan yang masih berusia antara satu tahun sampai dua tahun meninggal dengan luka lecet-lecet pada kepala, punggung, bokong, lengan atas bawah kiri kanan, tungkai atas kanan, tungkai bawah kiri kanan,kaki kanan, dan luka memar pada dahi kiri, kelopak mata kanan, punggung akibat kekerasan benda tumpul dan patah tulang tengkorak bagian depan. 
M. Rasyid Amrullah Rajasa diproses secara hukum, dan didakwa melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, Primair Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan terbukti pula bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dalam dakwaan Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


M. Rasyid Amrullah Rajasa dituntut dengan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.

2. Pertimbangan Hakim


Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa M. Rasyid Amrullah Rajasa terbukti bersalah, karen telah memenuhi semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga tidak ada dasar penghapusan pidana. Selanjutnya, Majelis Hakim juga berpendapat :“bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak dapat diketemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang dilakukan harus dijatuhkan pidana yang setimpal.
Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan kesalahan  Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :
Bahwa perbuatan terdakwa tidak menjadi contoh yang baik dalam mengemudi kendaraan bermotor roda empat di jalan tol.
Hal-hal yang meringankan :
· Bahwa terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
· Bahwa terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus Mahasiswa.
· Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban.

Selain hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan yang akan digunakan untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan teori  gabungan (retributive teleologis) yang menekankan pencegahan sekaligus rehabilitasi yang harus dicapai dalam suatu pemidanaan, dan kemudian lahir lagi suatu pemikiran “justice model” yang menjelaskan suatu sanksi yang tepat dan efektif merubah si pelaku dan sekaligus juga dapat mencegah orang lain melakukannya. Dalam model ini juga lahir pemikiran “restorative justice” yang mengembalikan konflik kepada pihak yang paling berpengaruh yaitu korban, pelaku, dan masyarakat.


Majelis hakim juga mengemukakan fakta-fakta hukum yang dirasa majelis hakim telah memenuhi karakteristik restorative justice, sebagai berikut:

· Kata-kata dan ucapan terdakwa yang mengatakan “bertanggung jawab”.
· Tindakan dan sikap terdakwa di tempat kejadian perkara yang turut aktif memberikan pertolongan kepada korban dan tidak melarikan diri.
· Tindakan serta perbuatan terdakwa dan/atau keluarga yang memberikan perhatian yang begitu besar terhadap para korban dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban yang meninggal dunia, memberikan santunan dan bantuan berupa materi baik untuk acara pemakaman korban maupun pembiayaan perawatan karena sakit/luka yang diderita korban, penggantian kendaraan yang rusak sampai janji akan membiayai pendidikan dari anak korban yang meninggal dunia.
· Sikap keluarga korban yang telah memaafkan terdakwa dan menyatakan menerima dengan ikhlas peristiwa yang terjadi dan dipandang sebagai musibah dan memohon agar terdakwa tidak dihukum.
· Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiwa di salah satu perguruan tinggi di London, Kerajaan Inggris dengan status mahasiswa semester akhir yang sebentar lagi akan mengakhiri perkuliahanya


Pertimbangan Majelis hakim selanjutnya adalah, Pasal 14 a KUHP tentang pidana bersyarat dimana yang inti pokoknya, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat pula memerintahkan bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain.

Majelis hakim berpendapat tujuan pemidanaan sebagai wujud pencegahan agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama baik oleh terdakwa maupun oleh orang lain telah terwujud dengan dijatuhkannya secara formal pemidanaan atas terdakwa, sedang pada sisi lain dengan telah terpenuhinya karakteristik restorative justice dalam perkara ini, maka keseimbangan antara kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat juga telah diwujudkan, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut diyakini oleh majelis hakim sudah tepat dan benar berdasarkan rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa.

B. Pembahasan : Analisis Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Kasus M. Rasyid Amrullah Rajasa
Berdasarkan analisis pertimbangan hakim, penulis setuju dengan putusan hakim pada nomor kesatu bahwa “M.Rasyid Amrullah Rajasa bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengemudikan  kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Analisis selanjutnya yaitu penjatuhan berat atau ringannya pidana sebagaimana telah disampaikan oleh hakim dalam amar putusannya yang menyatakan : menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan pertimbangannya, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan : 

Bahwa perbuatan terdakwa tidak menjadi contoh yang baik dalam mengemudi kendaraan bermotor roda empat di jalan tol.

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
2. Bahwa terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus mahasiswa.
3. Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban.

KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf f telah menentukan bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai “keadaan-keadaan yang meringankan” dan “keadaan-keadaan yang memberatkan”, dua hal tersebut memang menjadi acuan untuk menetukan tinggi rendahnya hukuman walaupun itu tetap tidak bisa menjadi patokan mutlak mengenai nilai pemidanaan, artinya hakim akan tetap mempertimbangkan dua hal tersebut namun ukuran berat dan ringan yang dituangkan dalam bentuk nilai pidana akan menjadi standar penilaian masing-masing hakim secara bebas.

Penentuan berat ringannya pidana merupakan kebebasan hakim yang bersumber dari hati nurani hakim karena memang tidak ada penentuan ataupun rumus yang mengatur seberapa lama seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana. Putusan tersebut merupakan hasil dari olah pikir dan pendalaman nurani yang dikemas dengan sentuhan-sentuhan teori dan pengetahuan hukum  sehingga sebuah putusan akan mengandung nilai-nilai akademik, logis dan yuridis. Hati nurani akan menjadi ukuran dalam menjatuhkan berat ringannya pidana, sehingga walaupun dalam beberapa hal hakim harus senantiasa mengindari sifat-sifat dasar manusiawinya seperti perasaan simpati dan sentimentil, namun juga tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai manusia yang memiliki perasaan dan hati nurani. Seorang hakim dalam mengadili suatu perkara memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban yaitu : tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggungjawab pada bangsa dan negara, tanggungjawab kepada diri sendir, tanggungjawab kepada hukum, tanggungjawab kepada para pencari keadilan (yang berperkara) dan tanggungjawab kepada masyarakat. Putusan harus dapat memberikan efek yang positif bagi kehidupan masyarakat pada saat ini dan mendatang.
Persepsi masyarakat bahwa keadilan selalu identik dengan kemenangan dapat dipengaruhi oleh dua faktor antara lain : 

1) Rendahnya mutu putusan hakim dimana pertimbangan tidak dapat menjelaskan secara rasional mengenai alasan yang digunakan, sehingga tidak dapat menyentuh rasa keadilan bagi para pihak yang berpekara.

2) Rendahnya kesadaran masyarakat khususnya para pihak yang berpekara yang memandang keadilan hanya sebatas menang dan kalah.
 

Persepsi inilah yang harus mampu diatasi oleh hakim, bahwa putusan yang dijatuhkannya harus benar-benar dipahami oleh masyarakat luas, khususnya oleh pihak yang berpekara, karena mereka umumnya tidak memandang dari segi teori maupun kaidah hukum melainkan dari rasa keadilan yang diterima oleh pihak yang berpekara maupun rasa empati yang timbul diantara masyarakat yang tidak berperkara. Oleh sebab itu dalam pertimbangannya hakim harus mampu memberikan ulasan-ulasan yang memang harus berpedoman pada teori-teori hukum, kaidah-kaidah hukum serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang ditafsirkan secara benar. Penulis akan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan berat ringannya pemidanaan sebagai berikut :

Berdasarkan pertimbangan hakim yang pertama tentang perkembangan teori pemidanaan berdasarkan pendapat dari aliran-aliran hukum pidana, bahwa pemidanaan tidak saja untuk dijadikan sebagai upaya balas dendam karena didasarkan kepada kebebasan berkehendak/free will (aliran klasik) akan tetapi juga telah mencoba memperhitungkan kondisi sosial yang ada yang menurut aliran pemikiran ini terjadinya tindak pidana tersebut sangat dipengaruhi faktor lingkungan, kondisi sosial masyarakatnya sendiri (aliran modern), sampai akhirnya pemikiran (neo klasik) juga mencoba mempertimbangkan kepentingan individual si pelaku sendiri dengan mengingat antara lain pada hal-hal yang meringankanya (principle of exetenuating circumstense).

Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang masih muda dan merupakan mahasiwa di salah satu perguruan tinggi di London, masih memiliki masa depan yang panjang dan dapat memperbaiki kesalahannya, mengingat terdakwa memberikan bentuk pertanggungjawaban terhadap korban, dimana hal tersebut dipandang hakim merupakan hal yang meringankan pidana sesuai dengan aliran neo klasik. Hal tersebut juga tercantum di dalam Pasal 55 ayat (1) Naskah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2013 sebagai berikut :

(1). Dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan :

a) Kesalahan pembuat tindak pidana.
b) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
c) Sikap batin pembuat tindak pidana.
d) Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan.
e) Cara melakukan tindak pidana.
f) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
g) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana.
h) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat pidana.
i) Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban.
j) Pemaafan dari korban dan/atau  keluarganya.
k) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pertimbangan hakim tersebut dapat diterima mengingat keluarga terdakwa, menyatakan akan menanggung biaya pendidikan  anak korban yang meninggal dunia, serta sikap keluarga korban yang telah memaafkan terdakwa dan menyatakan menerima dengan ikhlas peristiwa yang terjadi dan dipandang sebagai musibah dan mohon agar terdakwa tidak dihukum.

Berdasarkan tujuan dari pemidanaan yaitu teori gabungan yang merupakan gabungan dari teori pembalasan (retributive) dan teori tujuan (teleologis), yang menekankan pencegahan sekaligus rehabilitasi yang harus dicapai dalam suatu pemidanaan. Pemidanaan juga harus memberikan manfaat kepada terdakwa, oleh karena itu hakim harus mempertimbangkan kepentingan terdakwa, jadi pemberian pidana tidak semata-mata untuk meberikan balasan terhadap perbuatan terdakwa, namun juga mampu memperbaiki terdakwa sehingga dapat diterima di masyarakat.

Akan tetapi, pemberian pidana juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Hal ini, berkaitan dengan asas hukum yang menyebutkan bahwa hukum memandang semuanya sama atau yang sering disebut equality before the law. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” Selain itu, juga terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3a merumuskan asas ini yaitu : “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”.
Kesamaan di muka hukum tersebut tidak hanya dalam hal mengadili ketika beracara namun juga perlakuan yang sama dalam  mendapatkan keadilan pidana, dengan kata lain penjatuhan pidana yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Keadilan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok yaitu keadilan komutatif (comutative justice) dan keadilan distributif (distributive justice) : 

1. Keadilan komutatif adalah keadilan yang dipandang berdasarkan nilai dan ukuran yang sama atau biasa disebut dengan keadilan yang sama rata.
2. Keadilan distributif yaitu keadilan yang diberikan sesuai dengan kepentingan, kemampuan dan kebutuhannya, keadilan distributif tidak melihat pada pembagian menurut jumlahnya namun semata-mata didasarkan pada seberapa besar keadilan itu yang menjadi bagiannya.
Pada era reformasi dewasa ini seakan masyarakat memiliki hak yang penuh untuk menilai keadilan dalam setiap putusan hakim, sehingga tidak heran jika orang dengan mudah mengkritik dan menyalahkan putusan pengadilan tanpa memahami terlebih dahulu apa yang menjadi argumentasi dalam putusan tersebut. Paradigma yang berkembang saat ini bahwa dukungan masyarakat lebih banyak memihak pada permasalahan yang sedang populer di masyarakat oleh pemberitaan media elektronik.
Sama halnya, ketika hakim memberikan lamanya pidana, keadilan yang diharapkan oleh masyarakat mungkin adalah keadilan komutatif dimana semuanya harus sama, sama dalam pandangan masyarakat atau masing-masing orang. Namun, hakim tidak bisa boleh menerapkan keadilan komutatif dalam pemberian pidana, karena faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan masing-masing terdakwa berbeda-beda. Oleh sebab itu munculah disparitas putusan, yaitu adanya perbedaan mengenai nilai pemidanaan terhadap beberapa perkara yang memiliki kesamaan, walaupun sebenarnya disparitas sendiri bisa berarti perbedaan mengenai seluruh muatan dari isi putusan menyangkut fakta, pertimbangan dan amar, namun oleh karena masyarakat selalu melihat bahwa putusan itu adalah amar dan amar putusan identik dengan angka pemidanaan, maka istilah disparitas selalu dimaksudkan pada arti nilai pemidanaan semata.

Suatu tindak pidana walaupun diancam dengan pasal yang sama namun belum tentu substansi perbuatannya juga sama, sehingga jika dilihat dari beberapa aspek seperti, dampak kejahatan bagi pihak korban, modus dan latar belakang terjadinya perbuatan pidana, maka seharusnya suatu peristiwa pidana itu tidak akan pernah ada yang sama walaupun dalam kategori dan klasifikasi rumusan pidana yang sama, sehingga potensi terjadinya disparitas terhadap masing-masing putusan sangatlah tinggi. Seperti halnya dengan putusan pengadilan Nomor : 453/PID.B/2012/PN.TNG dan Nomor : 215/Pid.B/2010/PN.SKH, kedua putusan tersebut memiliki kemiripan dengan kasus yang terjadi dengan Rasyid Amrullah Rajasa, namun pertimbangan yang dilakukan hakim beserta putusannya berbeda, hal ini berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi modus dan dampak yang diakibatkan oleh kejadian tersebut.

Pada putusan Nomor : 453/PID.B/2012/PN.TNG dengan terdakwa Muhammad Jaya alias Billy ( 29 tahun), didakwa mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat (1 (satu) orang korban luka berat) dan dituntut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidair apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. Hakim mempertimbangkan hal yang meringakannya yaitu penyesalan dari terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta karena terdakwa belum pernah dihukum, sedangkan untuk hal yang memberatkannya, perbuatan terdakwa menimbulkan luka berat, sehingga hakim menjatuhkan vonis 5 (lima) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Selanjutnya, pada putusan Nomor : 215/ Pid.B/ PN. SKH dengan terdakwa Handoko (24 tahun), didakwa mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalainnya mengakibatkan orang lain meninggal dunia (4 (empat) orang), dan mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalainnya mengakibatkan korban luka berat (2 (dua) orang) dan mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalainnya mengakibatkan luka ringan (2 (dua) orang), dituntut telah melanggar Pasal 310 ayat (4), dan Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (2), serta dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun  6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan. Terdakwa yang tidak memiliki  Surat Izin Mengemudi (SIM) dan perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan dan kerugian materiil bagi orang lain dirasa hakim menjadi hal yang memberatkan sedangkan bantuan pihak keluarga terhadap para korban dan karena terdakwa belum pernah dihukum menjadi pertimbangan hakim sebagai hal yang meringankan terdakwa. Hakim memberikan vonis penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi dengan masa tahanan terdakwa.

Putusan Nomor : 453/PID.B/2012/PN.TNG dengan terdakwa Muhammad Jaya alias Billy apabila dilihat dari akibat perbuatan lebih ringan daripada akibat perbuatan dengan terdakwa Handoko dengan putusan Nomor : 215/ Pid.B/ PN. SKH, dimana perbuatan terdakwa Billy menimbulkan satu korban dengan luka berat sedangkan akibat perbuatan terdakwa Handoko lebih berat yaitu 4 (empat) orang meninggal dunia, 2 (dua) orang luka berat, dan 2 (dua) orang luka ringan. Pada kasus Rasid A. Rajasa akibat perbuatan yang ditimbulkan juga tergolong tidak ringan yaitu 2 (dua) korban meninggal dunia, dan 3 (tiga) orang luka ringan. Pada kedua perkara tersebut, masing-masing melakukan upaya perdamaian dengan memberikan santunan dan  meminta permohonan maaf.
Namun, yang menarik dari kasus ini adalah penerapan asas restorative justice pada kasus Rasyid, dimana  hakim tampak menitik beratkan pada fungsi perdamaian sebagai wujud penerapan restorative justice, hal ini tampak dalam pertimbangan hakim yang menyatakan akan mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh yaitu antara lain , kepada terdakwa dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan terdakwa, sehingga dalam pertimbangannya hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Kata-kata dan ucapan terdakwa yang mengatakan “bertanggung-jawab”.
2. Tindakan dan sikap terdakwa di tempat kejadian perkara yang turut aktif memberikan pertolongan kepada korban dan tidak melarikan diri.
3. Tindakan serta perbuatan terdakwa dan/atau keluarga yang memberikan perhatian yang begitu besar terhadap para korban dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban yang meninggal dunia, memberikan santunan dan bantuan berupa materi baik untuk acara pemakaman korban maupun pembiayaan perawatan karena sakit/luka yang diderita korban, penggantian kendaraan yang rusak sampai janji akan membiayai pendidikan dari anak korban yang meninggal dunia.
4. Sikap keluarga korban yang telah memaafkan terdakwa dan menyatakan menerima dengan ikhlas peristiwa yang terjadi dan dipandang sebagai musibah dan memohon agar terdakwa tidak dihukum.

5. Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiwa di salah satu perguruan tinggi di London, Kerajaan Inggris dengan status mahasiswa semester akhir yang sebentar lagi akan mengakhiri perkuliahanya.

Hakim berpendapat hal-hal diatas telah dirasa memenuhi karakteristik restorative Justice sehingga perdamaian yang dilakukan kedua belah pihak yaitu pihak terdakwa dengan pihak korban, merupakan wujud dari keadilan. Namun apabila keadaan ekonomi terdakwa seperti yang terdapat dalam kasus pada putusan Nomor : 215/ Pid.B/ PN. SKH denga terdakwa Handoko yang memiliki status ekonomi yang bercukupan hal ini mustahil apabila karakteristik restorative justice dapat terpenuhi sehingga tujuan hukum yaitu kemanfaaatan akan dirasa pincang oleh masyarakat. Kemanfaatan hukum harus dapat dirasakan oleh semua pihak tidak hanya pihak-pihak yang berperkara, sehingga putusan hakim dirasa kurang berat oleh masyarakat.

Penerapan asas restorative justice oleh hakim memiliki kepincangan dalam hukum di Indonesia, karena Indonesia belum mengatur secara tegas mengenai konsep restorative justice (kecuali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak) sehingga hakim sebaiknya juga menilai keadilan yang diyakini oleh masyarakat sehingga tidak terkesan menitikberatkan pada restorative justice semata. Restorative justice akan dirasa tidak adil karena tidak semua orang mampu memberikan santunan yang sepadan sebagai wujud dari perdamaian. Inilah yang menjadi kelemahan dari asas restorative justice dimana tidak adanya aturan khusus yang menjadi acuan agar asas ini dapat dinikmati oleh semua masyarakat baik yang berstatus ekonomi rendah maupun yang berstatus ekonomi tinggi.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, sedangkan menurut penjelasannya, ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh mengabaikan masyarakat, karena masyarakat merupakan kontrol dari penegak hukum sehingga dalam penerapan restorative justice tersebut juga harus memperhatikan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.
PENUTUP

A. Simpulan
Putusan hakim Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim yang memutus perkara Kecelakaan Lalu Lintas dengan  terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Kata-kata dan ucapan terdakwa yang mengatakan “bertanggung-jawab”.

2. Tindakan dan sikap terdakwa di tempat kejadian perkara yang turut aktif memberikan pertolongan kepada korban dan tidak melarikan diri.

3. Tindakan serta perbuatan terdakwa dan/atau keluarga yang memberikan perhatian yang begitu besar terhadap para korban dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban yang meninggal dunia, memberikan santunan dan bantuan berupa materi baik untuk acara pemakaman korban maupun pembiayaan perawatan karena sakit/luka yang diderita korban, penggantian kendaraan yang rusak sampai janji akan membiayai pendidikan dari anak korban yang meninggal dunia.

4. Sikap keluarga korban yang telah memaafkan terdakwa dan menyatakan menerima dengan ikhlas peristiwa yang terjadi dan dipandang sebagai musibah dan memohon agar terdakwa tidak dihukum.

5. Terdakwa masih berstatus sebagai mahasiwa di salah satu perguruan tinggi di London, Kerajaan Inggris dengan status mahasiswa semester akhir yang sebentar lagi akan mengakhiri perkuliahanya

Hal-hal di atas menurut pertimbangan hakim sudah memenuhi karakteristik restorative justice. Penerapan asas restorative justice merupakan langkah yang baik dalam proses penyelesaian perkara pidana, karena restorative justice memberikan keleluasaan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk ikut serta aktif dalam menyelesaikan konflik antara terdakwa dengan korban. Namun, hakim yang memiliki kewenangan mengadili harus mampu menegakkan hukum dan memberi keadilan. Keadilan yang diberikan oleh hakim tidak hanya bagi pihak-pihak yang berperkara namun harus dapat pula dirasakan oleh masyrakat luas sehingga tujuan hukum yaitu kemanfaatan dapat pula diwujudkan.

Namun, putusan hakim tersebut dirasa penulis tidak tepat, karena kurang memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, karena :

1. Hakim terlalu menitikberatkan restorative justice, sehingga mengabaikan  nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

2. Restorative justice belum dapat diterapkan (kecuali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak), sehingga penerapan restorative justice tidak memenuhi syarat.

3. Pemidanaan hanya bersifat formalitas semata, karena tujuan dari pemidanaan tidak dapat diterapkan yaitu tidak memberikan efek jera.

4. Menimbulkan stigma di masyarakat, bahwa keadilan dapat dibeli dengan uang, karena berat ringannya pidana dapat ditawar dengan uang.

B. Saran
Putusan hakim  harus memberikan keadilan dan kemanfaatan, tidak hanya bagi pihak-pihak yang berperkara namun juga masyarakat luas. Keadilan yang diberikan lewat putusannya harus mampu dirasakan pula oleh masyarakat sehingga hukum dirasa akan memiliki manfaat bagi semua kalangan tidak hanya kalangan tertentu saja, sehingga keadilan dapat dinikmati untuk semua lapisan masyarkat. Keadilan juga harus diselaraskan dengan kepastian hukum, bukan hanya kepaastian dalam mendapatkan hukum yang setimpal, namun juga kepastian dalam memperoleh keadilan tersebut.
Pada kasus Rasyid ini, yang begitu menjadi sorotan publik karena dirasa hakim  tidak adil dalam menjatuhkan pidana, dan ternyata dalam fakta-fakta dipersidangan telah dilakukan upaya damai sebagai wujud restorative justice yang merupakan terobosan baru dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam hal meringankan pidana.
Hakim harusnya juga tetap memperhatikan tujuan hukum yang paling utama yaitu keadilan, keadilan bagi seluruh rakyat indonesia sehingga meskipun telah diterapkannya restorative justice dalam upaya penyelesaian perkara, hakim tidak boleh melupakan dan mengesampingkan keadilan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga nilai pidana yang dijatuhkan mungkin bisa lebih berat dari yang telah dijatuhkan sehingga masyarakat tidak akan resah dan berasumsi bahwa hakim tidak adil, meskipun nilai pemidanaan merupakan kewenangan hakim yang bersumber dari hati nurani.
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